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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi Aplikasi Lambarasa dalam 

meningkatkan efisiensi birokrasi melalui penerbitan dokumen kependudukan 

secara online di Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis penerapan aplikasi Lambarasa di 

Kantor Dukcapil Kabupaten Bima. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, 

wawancara dengan petugas, dan analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Lambarasa telah memberikan dampak 

positif dalam mempercepat proses administrasi dan mengurangi beban birokrasi, 

serta meningkatkan efisiensi dan akurasi data kependudukan. Namun, penelitian ini 

juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang menghambat efektivitas aplikasi, 

seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara menggunakan aplikasi dan 

akses internet yang tidak merata. Mayoritas masyarakat masih lebih memilih 

metode konvensional daripada memanfaatkan aplikasi ini. Untuk mengatasi 

tantangan ini, diperlukan upaya sosialisasi yang intensif dan terarah, peningkatan 

infrastruktur teknologi informasi, serta penyediaan dukungan teknis yang 

memadai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan aplikasi Lambarasa dapat 

diadopsi lebih luas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan 

publik serta mempermudah proses pengurusan dokumen kependudukan bagi 

masyarakat Kabupaten Bima. 

 

Kata Kunci: Inovasi Digital, Aplikasi Lambarasa, Penerbitan, 

Kependudukan 

 
Abstract 
This study aims to evaluate the contribution of the Lambarasa Application in 

enhancing bureaucratic efficiency through the online issuance of civil documents 

in Bima Regency. The research methodology employed is a qualitative approach 

focusing on the analysis of the application of Lambarasa at the Civil Registration 

Office of Bima Regency. Data were collected through direct observation, 

interviews with officials, and analysis of relevant policy documents. The study's 

findings indicate that the Lambarasa Application has positively impacted the 

acceleration of administrative processes, reduction of bureaucratic burdens, and 

improvement of the efficiency and accuracy of civil data. However, the research 

also identifies several challenges that hinder the application's effectiveness, such 

as the limited public knowledge on how to use the application and uneven internet 

access. The majority of the population still prefers conventional methods over 

utilizing this application. To address these challenges, intensive and targeted 

socialization efforts, improvements in information technology infrastructure, and 

adequate technical support are necessary. With these measures, it is hoped that the 

Lambarasa application can be more widely adopted, thereby enhancing the 

efficiency and quality of public services and facilitating the processing of civil 

documents for the people of Bima Regency. 
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Pendahuluan  

Di Indonesia, data kependudukan, baik dalam bentuk manual maupun online, 

memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan 

masyarakat (Vázquez-López & Marey-Perez, 2021); (Maulana, 2020). Data kependudukan 

menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan berbagai program pemerintah serta kegiatan 

sosial, ekonomi, dan politik (Ziemba & Papaj, 2012). Seiring dengan perkembangan 

teknologi informasi, pentingnya data kependudukan online semakin terasa dalam 

mempermudah berbagai proses administrasi dan memberikan akses yang lebih mudah kepada 

masyarakat (Lytras & Şerban, 2020); (Firmandayu & Elfaki, 2023). 

Salah satu manfaat utama dari data kependudukan online adalah mempermudah 

verifikasi identitas tanpa harus membawa KTP fisik (Koniyo, 2021); (Ila Farida & Dewi 

Ambarwati, 2023). Dengan adanya sistem digitalisasi, individu dapat dengan mudah 

memverifikasi identitas mereka secara online melalui berbagai platform yang terintegrasi 

dengan data kependudukan (Ingrams et al., 2020). Hal ini sangat menguntungkan terutama 

dalam situasi di mana membawa KTP fisik tidak praktis atau membutuhkan waktu yang lama 

(Li et al., 2021) (Firman et al., 2023). 

Selain itu, keberadaan data kependudukan online juga mempermudah akses terhadap 

layanan publik (Ullah et al., 2022). Individu tidak perlu lagi datang secara langsung ke kantor 

pemerintah untuk mengurus berbagai administrasi, seperti pembuatan surat izin, pembuatan 

kartu keluarga, atau perubahan data kependudukan (Aprilia et al., 2023); (Alshehri et al., 

2022). Dengan akses online, proses tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan efisien melalui 

platform digital yang telah tersedia (Haerofiatna & Chaidir, 2023). 

Data kependudukan online juga memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap 

informasi anggota keluarga (Rodriguez-Hevía et al., 2020). Dengan terhubungnya data 

kependudukan antara satu individu dengan individu lain dalam satu keluarga, memudahkan 

dalam memverifikasi status hubungan keluarga dan memperoleh informasi terkait data 

keluarga secara keseluruhan (Farida et al., 2020). 

Kemajuan dalam teknologi juga telah memungkinkan adopsi KTP digital dan kartu 

keluarga digital. Ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membawa identitas dan 

informasi keluarga mereka tanpa harus membawa dokumen fisik yang rentan hilang atau 

rusak. Selain itu, dengan adanya KTP digital dan kartu keluarga digital, kebutuhan akan 

pencetakan dokumen fisik dapat dikurangi, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi 

(Japami & Eriyanti, 2019). 

Perkembangan industri 4.0 juga berdampak pada pengelolaan data kependudukan. 

Proses administrasi yang dulunya memakan waktu dan tenaga, seperti antrian panjang di 

kantor pemerintah, kini dapat diatasi dengan kemudahan akses online (Farida et al., 2020). 

Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi beban birokrasi dan 

memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat dalam mengurus berbagai 

keperluan administratif (Tryanti & Frinaldi, 2019). 

Demikian di Kabupaten Bima, aplikasi Lambarasa telah menjadi sebuah terobosan yang 

signifikan dalam mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan secara online di 

Kabupaten Bima. Sebagai salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, 

Lambarasa menyajikan solusi inovatif bagi masyarakat untuk mengakses layanan 

administrasi kependudukan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan fitur-fitur canggihnya, 

aplikasi ini tidak hanya memungkinkan pengajuan dokumen secara online tetapi juga 
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mempercepat proses verifikasi dan pengeluaran dokumen secara langsung. 

Aplikasi Lambarasa mewakili salah satu bentuk inovasi digital yang telah membawa 

dampak positif dalam meningkatkan efisiensi birokrasi di Kabupaten Bima. Melalui 

pemanfaatan teknologi informasi, Lambarasa mampu mengotomatiskan sebagian besar proses 

administrasi kependudukan, mulai dari pengajuan hingga pengeluaran dokumen. Hal ini 

mengurangi ketergantungan pada proses manual yang cenderung memakan waktu dan tenaga, 

serta rentan terhadap kesalahan manusia. Dengan demikian, Lambarasa tidak hanya 

mempercepat pelayanan kepada masyarakat tetapi juga mengoptimalkan kinerja birokrasi 

dengan meminimalkan waktu dan sumber daya yang diperlukan (Taufik, 2022). 

Penggunaan Aplikasi Lambarasa sebagai platform untuk mengurus dokumen 

kependudukan secara online memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat 

Kabupaten Bima. Pertama-tama, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga 

untuk datang ke kantor pemerintah secara langsung, karena proses pengajuan dapat dilakukan 

melalui aplikasi dengan mudah. Selain itu, Lambarasa juga memfasilitasi proses verifikasi 

identitas secara lebih efisien, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan penundaan dalam 

pengeluaran dokumen. Dengan demikian, Lambarasa membuka akses yang lebih luas bagi 

masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan tanpa hambatan dan dengan waktu yang 

lebih singkat (Chrismonita et al., 2020). 

Aplikasi Lambarasa bukan hanya sekadar sebuah alat teknologi, tetapi juga merupakan 

simbol dari transformasi birokrasi menuju era digital di Kabupaten Bima. Dengan 

memanfaatkan potensi teknologi informasi secara maksimal, pemerintah daerah mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sambil mengoptimalkan efisiensi 

operasional birokrasi (Prakoso, 2020). Selain itu, Lambarasa juga memberikan contoh bagi 

daerah lain tentang pentingnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam 

menyederhanakan proses administrasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat. Dengan demikian, Aplikasi Lambarasa menjadi representasi dari upaya 

pemerintah Kabupaten Bima dalam menghadapi tantangan era digital dengan solusi yang 

inovatif dan efektif (Rudiansyah et al., 2022). 

Dengan demikian dalam penelitian ini, adapun pertanyaan yang muncul adalah sejauh 

mana aplikasi Lambarasa dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi 

birokrasi melalui penerbitan dokumen kependudukan secara online di Kabupaten Bima. 

Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan antara lain: Bagaimana aplikasi ini 

mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen kependudukan secara 

keseluruhan? Bagaimana tantangan efektivitas dalam penerapan aplikasi Lambarasa di 

Kabupaten Bima? 

Urgensi penelitian ini sangatlah penting mengingat adopsi teknologi informasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan semakin mendesak di era digital ini. Kabupaten Bima menjadi 

contoh yang menarik untuk diteliti karena implementasi aplikasi Lambarasa sebagai upaya 

penerbitan dokumen kependudukan secara online menunjukkan keseriusan pemerintah daerah 

dalam menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan 

menganalisis efektivitas dan dampak aplikasi Lambarasa, penelitian ini akan memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi inovasi digital dalam meningkatkan 

efisiensi birokrasi di tingkat lokal, serta memberikan masukan yang berharga bagi kebijakan 

pemerintah terkait pengembangan dan implementasi teknologi informasi dalam administrasi 

publik 

Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif 

dengan fokus pada analisis terhadap penerapan Aplikasi Lambarasa dalam penerbitan 
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dokumen kependudukan online di Kantor Dukcapil Kabupaten Bima. Lokasi penelitian 

berada di Kantor Dukcapil tersebut, yang dipilih karena menjadi pusat administrasi 

kependudukan di Kabupaten Bima dan tempat utama di mana aplikasi Lambarasa 

diimplementasikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi langsung 

terhadap proses penerbitan dokumen kependudukan menggunakan aplikasi Lambarasa, 

wawancara dengan petugas Dukcapil, dan analisis dokumen terkait kebijakan dan prosedur 

penerbitan dokumen. Sumber data yang digunakan berasal dari dokumen pemerintah terkait 

kebijakan dan prosedur penerbitan dokumen, serta dari publikasi yang relevan dengan inovasi 

digital dalam administrasi publik. Untuk meningkatkan keabsahan data, teknik triangulasi 

akan diterapkan dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber. 

Terakhir, teknik analisis data model interaktif akan digunakan untuk menginterpretasikan 

data yang terkumpul dengan menggabungkan pemahaman peneliti dengan temuan empiris 

secara interaktif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang 

lebih dalam dan menyeluruh tentang dampak penerapan aplikasi Lambarasa dalam efisiensi 

birokrasi di Kabupaten Bima. 

Hasil dan Pembahasan 

Kontribusi dalam Meningkatkan Efisiensi Birokrasi 

Peran teknologi informasi yang terintegrasi menjadi fondasi vital dalam meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bima. Sistem Perencanaan, 

Penganggaran, dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi 

memungkinkan proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan efisien dan 

transparan (Hartatik et al., 2022); (Nakhir Nafis Risqullah, 2019); (Darmawan et al., 2020). 

Dengan integrasi teknologi informasi, instansi pemerintah dapat lebih mudah 

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan mencapai hasil kinerja sesuai target 

yang ditetapkan (Wathani et al., 2024). 

Digitalisasi layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) 

Kabupaten Bima melalui Aplikasi Lambarasa telah menghadirkan inovasi yang signifikan 

dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Aplikasi Lambarasa, yang diluncurkan pada 

tahun 2020, merupakan salah satu layanan pengganti tatap muka yang memungkinkan 

pemohon atau warga untuk mengurus dokumen dari rumah dan mencetak sendiri Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (KTP-El), tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Layanan ini 

menyediakan berbagai fitur penting yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan 

dokumen kependudukan yang diperlukan. Fitur-fitur tersebut termasuk penerbitan KTP-El 

untuk berbagai keperluan seperti perekaman baru, penggantian karena hilang atau rusak, serta 

perubahan data seperti nama, alamat, atau status perkawinan. Proses penerbitan dilakukan 

tanpa perlu perubahan data pada elemen KTP-El, yang memastikan keakuratan dan 

keabsahan informasi. Dengan fitur-fitur ini, Lambarasa mempermudah akses masyarakat 

terhadap layanan kependudukan, mengurangi waktu dan tenaga yang harus dihabiskan untuk 

mendapatkan dokumen yang diperlukan. 

Selain penerbitan KTP-El, Aplikasi Lambarasa juga menyediakan layanan pengajuan 

akta kelahiran dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) secara online, serta layanan terkait 

Kartu Keluarga (KK) seperti pembuatan KK baru, pemisahan KK, penambahan atau 

perubahan anggota, dan penerbitan KK yang rusak atau hilang. Semua layanan ini dapat 

diakses dan diurus secara online melalui aplikasi Lambarasa, memberikan kemudahan akses 

yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Bima. Dengan adanya layanan ini, warga tidak 

perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut, yang tidak 

hanya menghemat waktu dan tenaga tetapi juga mengurangi beban administratif yang harus 
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ditangani oleh staf Dukcapil. Hal ini sangat penting terutama di masa pandemi, di mana 

mengurangi kontak langsung dan pertemuan fisik menjadi bagian dari upaya pencegahan 

penyebaran virus. 

Adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan melalui 

Aplikasi Lambarasa juga membawa manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi data. 

Proses layanan yang dipercepat dan transparansi yang meningkat memungkinkan pelayanan 

publik yang lebih efektif dan berkualitas. Dengan adanya sistem digital ini, data 

kependudukan dapat diolah dan disimpan dengan lebih baik, mengurangi risiko kesalahan dan 

duplikasi. Sistem ini juga memungkinkan pelacakan dan pemantauan proses pengurusan 

dokumen secara real-time, sehingga mempermudah evaluasi dan perbaikan layanan. 

Transparansi yang meningkat juga memastikan bahwa masyarakat dapat memantau sendiri 

proses pengurusan dokumen mereka, memberikan kepercayaan lebih terhadap instansi 

pemerintah. 

Dengan demikian, kebijakan digitalisasi layanan kependudukan melalui Aplikasi 

Lambarasa tidak hanya mengubah cara tradisional dalam pengelolaan administrasi 

kependudukan, tetapi juga membawa dampak yang positif dalam meningkatkan kualitas 

layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Lambarasa memberikan 

solusi yang komprehensif untuk berbagai keperluan dokumen kependudukan, memastikan 

bahwa setiap warga mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan transparan. Ini juga 

menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam mengadopsi teknologi informasi 

untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. 

Keberhasilan Lambarasa dalam mengintegrasikan teknologi informasi dalam layanan 

kependudukan menjadi contoh penting bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan efisiensi 

dan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. 

Adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan juga 

meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Proses layanan yang dipercepat dan transparansi 

yang meningkat memungkinkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berkualitas. Selain 

itu, Lambarasa memastikan keakuratan dan keabsahan informasi dalam dokumen 

kependudukan yang dikeluarkan. Dengan adanya Aplikasi Lambarasa, masyarakat Kabupaten 

Bima dapat merasakan manfaat nyata dari efisiensi birokrasi yang tercipta. Mereka dapat 

mengurus dokumen kependudukan dengan mudah melalui perangkat elektronik mereka, 

menghemat waktu dan tenaga, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat. 

Dengan demikian, kontribusi Aplikasi Lambarasa dalam meningkatkan efisiensi 

birokrasi di Kabupaten Bima sangatlah penting. Melalui integrasi teknologi informasi dan 

digitalisasi layanan, aplikasi ini membawa perubahan positif dalam cara instansi pemerintah 

mengelola administrasi kependudukan dan menyediakan layanan kepada masyarakat. 

Diharapkan pengembangan lebih lanjut pada aplikasi ini dapat terus meningkatkan efisiensi 

dan kualitas layanan publik di Kabupaten Bima, memberikan dampak positif yang lebih luas 

bagi seluruh masyarakat. 

Tantangan efektivitas dalam penerapan aplikasi Lambarasa 

Tantangan efektivitas dalam penerapan aplikasi Lambarasa di Kabupaten Bima 

merupakan sebuah permasalahan yang memerlukan pemahaman mendalam dan solusi yang 

tepat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya pengetahuan masyarakat 

tentang cara mengakses aplikasi tersebut. Meskipun Lambarasa telah menjadi inovasi digital 

yang signifikan dalam layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), namun 

masih banyak masyarakat yang belum memahami cara menggunakan aplikasi tersebut. 

Minimnya pengetahuan ini menjadi hambatan dalam memanfaatkan potensi penuh dari 
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aplikasi Lambarasa dalam mempercepat dan menyederhanakan proses pengurusan dokumen 

kependudukan. 

Mayoritas masyarakat Kabupaten Bima masih lebih memilih untuk mengantri di kantor 

Dukcapil daripada menggunakan aplikasi Lambarasa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun 

ada alternatif yang lebih efisien dan mudah, namun masih ada ketidakpercayaan atau 

keengganan untuk beralih ke cara baru yang ditawarkan oleh teknologi. Mungkin ada aspek 

kebiasaan atau ketidakpastian mengenai keamanan dan keandalan aplikasi yang membuat 

sebagian masyarakat masih memilih cara konvensional. 

Selain itu, fenomena bahwa sebagian masyarakat rela melakukan perjalanan jarak jauh 

hingga 120 kilometer untuk mengurus dokumen secara konvensional daripada menggunakan 

aplikasi menunjukkan adanya kesenjangan atau kekurangan dalam sosialisasi dan promosi 

aplikasi Lambarasa. Pemerintah daerah perlu memperkuat upaya sosialisasi dan edukasi 

kepada masyarakat tentang keunggulan dan kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi 

tersebut. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat adopsi dan penerapan aplikasi di 

tingkat masyarakat. 

Kelemahan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tentang aplikasi 

Lambarasa menjadi tantangan lain dalam efektivitas penerapannya. Sosialisasi yang kurang 

memadai dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat akan keberadaan dan 

manfaat aplikasi tersebut. Penting bagi pemerintah daerah untuk menyadari bahwa sosialisasi 

yang baik tidak hanya berkaitan dengan memperkenalkan aplikasi kepada masyarakat, tetapi 

juga memberikan pemahaman yang cukup tentang cara penggunaannya dan manfaat yang 

diperoleh dari penggunaan aplikasi tersebut. 

Selain dari sisi pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tantangan efektivitas lainnya 

adalah adanya kemungkinan adanya hambatan teknis dalam penggunaan aplikasi Lambarasa. 

Misalnya, mungkin ada kendala dalam akses internet di beberapa daerah, yang dapat 

menghambat masyarakat untuk menggunakan aplikasi secara lancar. Selain itu, mungkin juga 

ada masalah terkait keamanan data atau privasi yang membuat sebagian masyarakat merasa 

ragu untuk menggunakan aplikasi. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini adalah 

meningkatkan kampanye sosialisasi yang lebih intensif dan terarah. Pemerintah daerah perlu 

melakukan kampanye sosialisasi yang menyeluruh dan konsisten, melibatkan berbagai pihak 

termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa lokal. Sosialisasi 

yang lebih personal dan interaktif, seperti workshop atau pelatihan langsung tentang 

penggunaan aplikasi, juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan 

masyarakat dalam menggunakan Lambarasa. 

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa infrastruktur 

teknologi informasi di Kabupaten Bima cukup mendukung untuk mendukung penggunaan 

aplikasi secara luas. Ini termasuk memastikan ketersediaan akses internet yang memadai di 

seluruh wilayah, serta menyediakan dukungan teknis yang memadai bagi masyarakat yang 

mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi. 

Kemudian, penting memperbaiki dan memperkuat layanan dukungan pelanggan atau 

helpdesk untuk pengguna aplikasi juga dapat membantu mengatasi hambatan teknis yang 

mungkin muncul. Dengan menyediakan bantuan teknis yang mudah diakses dan responsif, 

masyarakat akan merasa lebih percaya diri dalam menggunakan aplikasi dan lebih mungkin 

untuk mengatasi hambatan teknis yang mereka hadapi. Selain itu, pemerintah daerah juga 

dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif atau penghargaan bagi masyarakat 

yang menggunakan aplikasi Lambarasa. Misalnya, pemerintah daerah dapat memberikan 

diskon atau kemudahan lainnya bagi warga yang menggunakan aplikasi untuk mengurus 

dokumen kependudukan mereka. Ini dapat menjadi insentif yang efektif untuk mendorong 

adopsi aplikasi oleh masyarakat. Dengan melakukan upaya-upaya ini secara bersama-sama, 
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diharapkan tantangan efektivitas dalam penerapan aplikasi Lambarasa di Kabupaten Bima 

dapat diatasi dengan lebih baik. Penggunaan aplikasi ini dapat memberikan manfaat yang 

besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, serta mempercepat proses 

pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat. 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Aplikasi Lambarasa 

berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi birokrasi di Kabupaten Bima, ada beberapa 

tantangan yang menghambat efektivitas penerapannya. Aplikasi ini telah membawa inovasi 

digital penting dalam layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 

menyediakan akses online untuk penerbitan dokumen kependudukan, namun minimnya 

pengetahuan masyarakat tentang penggunaan aplikasi menjadi hambatan utama. Mayoritas 

masyarakat masih lebih memilih metode konvensional, seperti mengantri di kantor Dukcapil 

atau melakukan perjalanan jauh, daripada memanfaatkan aplikasi. Hal ini mencerminkan 

kurangnya sosialisasi dan edukasi dari Pemerintah Daerah mengenai manfaat dan cara 

penggunaan Lambarasa. Selain itu, kendala teknis seperti akses internet yang tidak merata 

dan kekhawatiran tentang keamanan data juga mempengaruhi adopsi aplikasi. Untuk 

mengatasi tantangan ini, perlu adanya kampanye sosialisasi yang intensif dan terarah, 

peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta penyediaan dukungan teknis yang 

memadai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan aplikasi Lambarasa dapat diadopsi lebih 

luas, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, serta mempermudah proses 

pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Bima. 
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